




BAD STANDARDISASI NAS ONAL 

7. Pe aturan Pemerintah N mar 71 Tahun 2000 

tang Tata Cara sanaan Peran Serta 

yarakat dan n Penghargaan dalam 

cegahan dan Pember tasan Tindak Pidana 

psi (Lembaran Neg a Republik Indonesia 

un 2000 Nomor 114 Tambahan Lembaran 

Ne ara Republik Indonesia Nomor 3995) ; 

8. Pe aturan Pemerintah N mar 42 Tahun 2004 

te tang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 

Pe awai Negeri Sipil (Le baran Negara RepubIik 

In onesia Tahun 2004 omor 142, Tambahan 

baran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4450); 

9. Pe aturan Pemerintah N mar 53 Tahun 2010 

10. 

Negeri Sipil (Lembaran 

ara RepubIik Indonesi Tahun 2010 Nomor 74 , 

bahan Lembaran a Republik Indonesia 

or 5135); 

Presiden No or 103 Tahun 2001 

, Fungsi , Kewenangan, 

Su 'unan Organisasi , d Tata Kerja Lembaga 

erintah Non Departe en sebagaimana telah 

be erapa kali diubah ter IT dengan Peraturan 

Pr siden Nomor 3 Tahun 2 

11. Ke utusan Presiden No or 841M Tahun 2012 

te g Pengangkatan Kep a Badan Standardisasi 

Na ional; 

12. Keputusan . .. . 



Menetapkan 

BAD STANDARDISASI NA ONAL 

12. Ke utusan Kepala Badan Standardisasi Nasional 

965/BSN-I/HK 35/05/2001 tentang 

Badan Standardisasi 

ional , sebagaimana tel beberapa kali diubah 

khir dengan Pera uran Kepala Badan 

dardisasi Nasional No or 4 Tahun 20 11 ; 

MEMUTUSKAN: 

PERAT RAN KEPALA B AN STANDARDISASI 

NASIO AL TENTANG PEDOMA PELAKSANAAN SISTEM 

PE;LAJPOI'~ PELANGGARAN LINGKUNGAN BADAN 

Dalam 

I. Ba 

2. 

BSN. 

BAB I 

KETENTUAN MUM 

Pasal 1 

eraturan Kepala ini yan dimaksud dengan: 

g selanjutnya elisingkat 

tah nonkementeIian yang 

dan bertanggungjawa eli bicIang Standardisasi dan 

Kesesuaian. 

Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya 

t Peg;iwai BSN adalah 

. Negeri Sipil. Peg;iwai Ti Tetap Pemerintah. t:erJa&a 

tenmasuk t:erJa&a re yang bekerja eli Iingkungan 

3. Sistem .... 
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3. Sist m Pelaporan Pelangg an adalah mekanisme 

pen ampaian pelaporan ugaan tindak pidana 

ko psi yang telah terjadi atau akan teljadi yang 

mel batkan Pegawai BSN dan orang lain yang 

ber aitan dengan pelanggaran yang 

dila rukan di BSN. 

4. Pel r adalah Pegawai SN yang melaporkan 

per uatan yang diduga rupakan suatu tindak 

pid na korupsi yang telja di BSN, atau pihak 

terk "t lainnya yang memil ki akses informasi yang 

me atas dugaan peianggaran 

ters but. 

5. Tim Penerima Pelapor 

sel ~utnya disingkat TP P 

Pelanggaran 

adalah Tim 

yang 

yang 

gas menerima dan enindaklanjuti Japoran 

ggaran yang disampai n oleh Pelapor. 

6. at yang berwenang me ghukum adalah pejabat 

yan berwenang menjatu kan hukuman disiplin 

seb gaimana dimaksud dal m Peraturan Pemerintah 

No or 53 Tahun 2010 t ntang Disiplin Pegawai 

Neg ri Sipi!. 

Pasal 2 

Pelangg an yang diatur dalam eraturan ini meliputi: 

a. ko psi, kolusi, dan nepotis 

b. pen alahgunaan wewenan atau jabatan untuk 

kep ntingan pribadi danIa golongan; dan 

c. gra fikasi; 

BAB ll .... 
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BAB II 

PELAPOR PELA GGARAN 

Pasal 

Pelapo yang melihat sendiri an mengetahui adanya 

atau gaan Pelanggaran 01 Pegawai BSN, dapat 

paikan laporan kepada TPPP. 

Pasal 

Pelapo sebagaimana dima sud dalam Pasa! 3 

memp yai hak: 

a. peroleh perlindungan atas keamanan pribadi, 

dan harta ben anya, serta bebas dari 

An an yang berkena dengan Laporan yang 

, sedang, atau telah di erikannya; 

b. 

c. me dapatkan penerjemah; 

d . beb s dari pertanyaan yang menjerat; 

e. me dapatkan informasi 

Lap fan; 

engenai perkembangan 

f. me dapat nasi hat hukum; anjatau 

g. me dapat perlindungan ukum baik mengenaJ 

sta s hukum maupun ras aman. 

Selain hak sebagaimana d ' dalam Pasa! 4 , 

Pelapo mempunyai kewajiban erupa: 

a. be' 'kad baik; 

b. ber ikap kooperatif sel a proses pelaporan 

pel nggaran; dan 

c. me yampaikan seluruh in~ rmasi dengan benar dan 

dis rtai bukti. 

BAS III .... 
.. __ il_~_lf4 .... t. ___ ""." . _ 
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BAB II 

MEKANISME L PORAN 

PasaI 

(1) La oran sebagaimana di a ksud daIam PasaI 2 

di ampaikan kepada TPPP ecara langsung. 

(2) Se am 

se agaimana dimaksud 

da at disampaikan denga 

a. melaluj surat; 

b. melaIui telepon; 

c. melaIui kotak pengadu 

secara langsung 

(1), laporan 

d. melalui surat elektroni ; dan/atau 

e. melalui raksimile. 

BAB 1 

1M PENERIMA PELAPO N PELANGGARAN 

Pasal 

(I) T P sebagaimana dim ksud dalam Pasal 6 

m mpunyai susunan kean 7 otaan sebagai berikut: 

a. Penanggung Jawab KepaIa Badan 

Standardisasi Nasional; 

b. Ketua 

c . Anggota 

KepaIa Inspektorat 

Badan Standardisasi 

Nasiona1; dan 

KepaIa Biro Hukum, 

Organisasi dan Humas 

dan KepaIa Biro 

Perencanaan, Keuangan 

dan Rumah Tangga. 

(2). Susunan . ... 
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(2) Su unan keanggotaan TPP sebagaimana dimaksud 

pa a ayat (2) ditetapkan d ngan Keputusan Kepa!a 

an Standardisasi Nasio al. 

( 1) 

(2) 

Pasa! 

menjalankan tuga nya, TPPP dibantu oleh 

relariat TPPP yang se ara ex-<>fficio dilakukan 

01 Inspektorat BSN. 

etariat TPPP sebagai a dimaksud pada ayat 

bertugas memberika bantuan administrasi 

k kelancaran pelaks 

Pasa! 

TPPP s bagaimana climaksud d lam Pasa! 7 mempunyai 

kewaji an sebagai berikut: 

a. m mberikan perlindungan kepada Peiapor, dengan 

c a: 

b. 

1. menjaga kerahasiaan id ntitas Pelapor; dan 

2. mengungkapkan identi as Pelapor hanya untuk 

keperluan penyelidikan penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaan di sid g pengaclilan. 

m laporkan peiaksanaa 

se ara berka!a setiap 6 (e 

a!a Badan 

te busan kepada seluruh 

BAB 

pengelolaan Laporan 

am) bulan seka!i kepada 

Nasiona! dengan 

LAPORAN 

Pasa! 10 . ... 
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Pasal I 

(I) TP P sebagaimana dim sud dalam Pasa! 6 

m mpunyaJ tugas melaku an pengelolaan laporan 

Pe gaduan pelanggaran sebagaimana dimaksud 

da am Pasal 3. 

(2) Pe gelolaan Laporan seba rumana dimaksud pada 

ay t (I) meliputi: 

a. registrasi; 

h. verifikasi; 

c. pengkajian ; 

d. audit investigasi; dan / tau 

e. tindak lanjut. 

Pasal II 

(1) Re istrasi Laporan P gaduan sebagaimana 

aksud dalam Pasal 7 a at (2) huruf a dilakukan 

cara menenma dan mengadministrasi 

ran serta memberikan nornor register Pelapor. 

(2) N or register sebagaim a dimaksud pada ayat 

(I) cligunakan sebagai i entitas Pelapor dalam 

m lakukan komunikasi de gan TPPP. 

Pasal 1 

( 1) pelanggaran ang sudah diregister 

se jutnya di veriftkasi 01 h TPPP. 

(2) Verifikasi .... 
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(2) Ve '1ikasi laporan pel ggaran sebagaimana 

(3) 

di aksud pada ayat (1) m liputi : 

a. ejeJasan dan kebenarar identitas PeJapor; dan 

b. ejeJasan dan kebenara materi atau isi laporan 

d 

elanggaran; 

eri Laporan pelanggaran 

bukti pendukung jel s dan benar, TPPP akan 

m nindaklanjuti laporan. 

(4) 0 lam hal materi lapor berkaitan dengan tugas 

d fungsi BSN, maka dil kan kajian . 

(5) 0 Jam hal materi pelanggaran tidak 

be kaitan dengan tugas fungsi BSN, maka 

di eruskan ke instansi / le baga di luar BSN. 

(6) Ji a identitas dan materi Japoran 

pe anggaran tidak jelas m 

a. eminta informasi ta kepada Pelapor, 

ika identitasnya jelas; 

b. 'dak menindaklanjuti laporan, jika identitas 

elapor tidak jelas/ tida ada, Pegawai BSN yang 

iduga melanggar tidak 'elas, materi peJanggaran 

. dak jelas, Pegawai B N yang dilaporkan telah 

eninggal dan/ atau P gawai BSN sudah tidak 

ekerja di BSN; 

Pasal 13 . ... 

___ W.&_"'_I. ______ "'_." __ _ 
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Pasa] I 

(I) Kaj an atas laporan p'langgaran oleh TPPP 

(2) 

(1 ) 

(2) 

gaimana dimaksud dal Pasal 7 ayat (2) huruf 

c muat hal-hal sebagai b rikut: 

gaan kasus; 

b. it kerja terkait; 

kok permasalahanj m teri laporan pelanggaran; 

tentuan yang dilanggar 

e. k simpulan; dan 

f. r komendasi. 

Re omendasi kajian seba aJman8 dimaksud pada 

. (1) dapat berupa: 

a. ndaklanjut dengan p 'ngumpulan bukti dan 

eterangan; atau 

b. daklanjut dengan audi investigasi. 

Pasal 1 

melakukan aud' investigasi terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai 

• TPPP berkoordinasi d ngan Inspektorat BSN. 

il audit investigasi seb. gaimana dimaksud pada 

ay t (I) dituangkan dal' laporan hasil audit 

In estigasi yang memuat h -hal sebagai berikut: 

a. latar belakangj pokok 

b. ruang lingkup; 

c. tujuan audit investigas ; 

d. simpulan; dan 

e. rekomendasi lindak I ut. 

Pasal IS .... 
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Pasal 5 

Rekom ndasi tindak lanjut at s hasil audit investigasi 

mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e 

dapat 

a . "atuhan hukuman disip in; 

b. pe gembalian kerugian ne a; dan / atau 

c. pe yampaian hasH audit i vestigasi kepada Aparat 

Pe egak Hukurn jika dit ukan adanya indikasi 

tin ak pidana. 

Pasal I 

(I) La oran hasil audit vestigasi se bagaimana 

di aksud dalam Pasal I ayat (2) disampaikan 

ke ada Pim pinan I dan / atau Pejabat 

ya g berwenang menghuk 

(2) La oran hasil audit vestigasi sebagaimana 

di aksud pada ayat (I) njadi dasar penjatuhan 

man disiplin BSN yang 

ukti bersalah. 

(3) an disiplin diterbitkan 

pejabat yang berwen g menghukum paling 

bat 3 (tiga) bulan sej diterimanya laporan 

il audit investigasi den an ditembuskan kepada 

Pasal I 

(I) La oran hasil audit vestigasi sebagairnana 

di aksud dalam Pasal 16 at (I) bersirat rahasia. 

(2) Dalam .... 
__ ._"'_1'~' _~. ~. ___ .-I_ ....... ~_ 
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(2) Da am hal diperlukan untuk kepentingan 

oleh Aparat Penegak 

(3) 

pe yelidjkan dan penyidik 

Hu hasil audit vestigasi sebagaimana 

d 

pada ayat (1) d pat dibuka dan diakses 

an diketahui Kepala In ' pektorat. 

hal untuk kepentin an selain penyelidikan 

a dirnaksud pada ayat 

(2), hasil audit investigasi dapat dibuka setelah 

me dapat persetujuan Kep a Inspektorat. 

(4) Dal memberikan per etujuan sebagaimana 

sud pada ayat (3. Kepala Inspektorat 

her oordinasi dengan unit erja yang mempunyai 

( 1) 

(2) 

tug s dan fungsi di bidang hukum dan hubungan 

mas arakat, dalam rang a akuntabilitas dan 

kete bukaan informasi. 

Pasal 18 

dapat memjnta penje.lasan mengenai 

mbangan dan / atau ti ak lanjut atas laporan 

Pen aduan yang disam aikan dengan cara 

men hubungi TPPP dengan menyampaikan nomor 

ter Pengaduan. 

Pelapor meminta p njelasan sebagaimana 

sud pada ayat (1. TPPP memberikan 

mengenai perke bangan tindak lanjut 

laporan kepada Pelapo jika Pelapor meminta 

lasan mengenai p rkembangan Japoran 

ggaran tersebul. 

BABV .... 

.. ---"&_"'--I~_------ "'_" ._" 
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BAB 

P 

Pera ran Kepala ini mul 

gkan . 

Ditetapkan di J a k a 

berlaku pada tanggal 

pada tangga l 2 De ember 2014 

KEPALA BADAN ST NDARDISASI NASIONAL, 

BAM BANG PRAS A 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 0., 

ASI MANUSIA 

A HAMONANG LAOLY 

B NEGARA REPUB IK INDONESIA TAHUN 014 NOMOR "V'Ib 


